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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pancasila merupakan landasan dan dasar negara Indonesia yang mengatur
seluruh struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia,
masih baanyak bahkan sangat banyak anggota-anggotanya dan juga sistem
pemerintahannya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam setiap sila
Pancasila. Padahal jika membahas negara dan Kketatanegaraan Indonesia
mengharuskan ingtan kita meninju dan memahami kembali sejarah perumusan dan
penetapan pancasila, pembukaan UUD dan UUD 1945 oleh para pendiri dan

pembentukan negara Repulik Indonesia.

Dalam perumusan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh melenceng dari nilai-
nilai pncasila, pembentuksn karakter bangsa dilihat dari sistem ketatanegaraan
Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai dari ideologi bangsa yaitu pancasila.
Namun jika dalam pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang
merugikan bangsa Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan indonesia

berantakan begitupun dengan bangsanya sendiri.

B. Rumusan Maasalah
1. Bagaimana konsep sejarah terbentuknya pancasila ?
2. Apa pengertian pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia ?
3. Apakah definisi UUD dan konstitusi serta fungsinya bagi negara ?
4. Bagaiman UUD 1945 itu ?
5

Bagaimana sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 ?



BAB Il
PEMBAHASAN

A. Pancasasila Dalam Sejarah Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai dasar NKRI sebelum disahkan pada 18 Agutus 1945 oleh
PPKI, nilai-nilai tersebut telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala
sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara yang berupa nilai-nilai adat istiadat,
kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai- nilai tersebut tidak adalah dari bangsa
Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai Kausa materialis Pancasila.
Proses perumusan materi pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-
sidang BPUPKI yang pertama, sidang panitia sembilan, dilanjutkan sidang BPUPKI
yang kedua yang akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat NKRI.

Nilai nilai esensial yang terkandung dalam pancasila yaitu: Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan. Dalam kenyataannya secara
objektif telah dimiliki bangsa Indonesia pada sejak zaman dahulu kala sebelum
mendirikan negara. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu
proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu kemudian timbulnya
kerajaan-kerajaan pada abad ke-IV dan V kemudian dasar-dasar kebangsaan
Indonesia telah mulai tampak pada abad ke-VI yaitu ketika timbulnya kerajaan
Sriwijaya dibawah Wangsa Syailendra di Palembang, kemudian kerajaan di Airlangga
dan Majapahit di Jawa timur dan kerajaan-kerajaan lainnya.

Sejarah perumusan pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan
dikemudian kepada banga Indonesia oleh perdana menteri Jepang pada saat itu,
Kuniaki Koiso pada 7 September 1944 lalu pemerintah Jepang membentuk BPUPKI
pada 1 Maret 1945 yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan
dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Organisasi tersebut yang
beranggotakan 74 orang (67 orang Indoenesia dan 7 orang Jepang) ini mengadakan
sidang pertamanya pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah
dasar negara bagi negara Indonesia.

Pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI Ir. Soekarno mengusulkan agar dasar

negara Indonesia diberi nama Pancasila (atas petunjuk kawan beliau, seorang ahli



bahasa) tanggal 1 Juni bukanlah lahirnya Pancasila melainkan lebih tepatnya hari lahir
“Istilah Pancasila” karena nilai-nilai Pancasila ada sejak adanya Bangsa Indonesia.
Sidang BPUPKI belum berhasil mencapai kata sepakat mengenai dasar negara
maka perlu membentuk panitia khusus yang diberi nama panitia sembilan yang
diketuai Ir. Soekarno, panitia sembilan mengadakan suatu pertemuan dan
menghasilkan suatu piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter
pada tanggal 22 Juni didalamnya terdapat rumusan dasar Indonesia merdeka yaitu:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluk-Nya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin olen hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan.

5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah upacara proklamasi kemerdekaan
Indonesia,datang beberapa utusan dari wilayah Indonesia bagian Timur. Utusan
tersebut dari perwakilan Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Maluku. Mereka
semua keberatan dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam
rancangan pembukaan UUD yang juga merupakan sila pertama pancasila sebelumnya
yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

pemeluk-pemelukNya”.

Pada sidang PPKI yaitu pada tangga 18 Agustus 1945, Hatta memutuskan
mengubah tujuh kata tersebut menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Pengubahan
kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan empat orang tokoh
Islam yaitu: Kasman Singodingejo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusuno dan Teuku
M Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan
kesatuan yang sah. Dan akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan
dan batang tumbuh UUD 1945 pada sidang PPKI ke-I pada tangga 18 Agustus 1945

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.*

! Sutoyo, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Graha llmu, 2011), him.16-20



B. Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan RI

Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut sebagai “way Of life
weltanschauung, wreldebesschouwing en levensbschouwing”, pandangan dunia,
pandangan hidup, pegangan hidup,petunjuk hidup. Dalam hal ini Pancasila
dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Dengan kata lain pancasila sebagai
petunjuk arah bagi semua kegiatan dalam aktifitas hidup dan kehidupan. Pancassila
sebagai pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup
berarti bahawa semua tingkah laku dan tindak tanduk serta perbuatan setiap manusia
Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila.?

Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu
kenegaraan. Pancasila merupakan sumber nilai dan norma dalam setiap
aspek penyelenggaraan negara maka dari itu semua peraturan perundang-undangan
serta penjabarannya berdasarkan nilai-nilai pancasila.

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, yang berdasarkan atas hukum,
oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur
dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Pancasila dalam kontek
ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga
tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang
undang dasar negara. Pembukaan undang- undang dasar 1945 dalam kontek
ketatanegaraan, memiliki  kedudukan yang sangat penting merupakan
staasfundamentalnom dan berada pada hierarkhi tertib hukum tertinggi di Negara
Indonesia.

C. Definisi UUD dan Konstitusi Serta Fungsinya Bagi Negara
1. Definisi UUD dan Konstitusi
Konstitusi beerassal dari bahsaa Inggris constitution, atau bahasa Belanda
constitute, yang artinya undang-undang dasar. Orang Jerman dan Belanda dalam
percakapan sehari-hari menggunakan kata groundwit berasal dari susku kata
ground yang berarti dasar dan wit yang berarti undang-undang, yang kedua-

duanya menunjukkan pada naskah teretulis.

? Hamid Darmadi, Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, (Bandung: Alfabeta, 2010), him. 248



Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat berarti
pertama lebih luas dari undang-undang dasar karena pengertian UUD hanya
meliputi konstitusi tertulis sajan padahal masih terdapat konstitusi tidak tertulis
yang tidak tercakup dalam UUD karena hanya berisi aturan tertulis.’

Dalam praktek ketatanegaraan republik Indonesia konstitusi sama dengan
UUD. Hal ini terbukti dengan disebutkannya istilah konstitusi republik Indonesia
Serikat. Di Indonesia UUD pada dasrnya adalah suatu hukum dasar tertulis
(konstitusi negara). Pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang
dipakai sebagai landasan dasar dan sumber berlakunya selurunh  hukum /
perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara suatu negara.

Menurut Padmowahyono seluruh kegiatan negara dikelompokkan menjadi dua
macam:

1. Penyelenggaraan kehidupan negara

2. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Oleh karena sifatnya tertulis maka undang-undang dasar rumusannya jelas
yaitu merupakan hukum positif yang mengikuti pemerintah sebagai penyelenggara
negara dan setiap warga negara. Aturan-aturan seharusnya selalu dikembangkan
dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. UUD 1945 dalam tertib hukum
Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, disamping sebagai
alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang teretinggi, disamping
sebgai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam
tertib hukum Indonesia. Sifat hukum dasar tertulis tersebut dapat dirinci sebagai
berikut:

1. Peraturan perundangan yang tertinggi dalam negara

2. Memuat aturan pokok ketatanegaraan

3. Mengikat hak pada pemerintah
Sifat hukum dasar yang tidak tertulis sebgai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan isi, arti, dan maksud hukum dasar tertulis

2. Melengkapi kekosongan ketentuan yang tidak diatur secara jelas dalam
hukum dasar tertulis

3. Memantapkan pelaksanaan hukum dasar tertulis

3 Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2016), him. 55-56



4. Hanya terjadi pada tingkat nasional

D. Undang Undang Dasar 1945

UUD ialah kumpulan aturan atau ketentuan dalam suatu kodifikasi mengenai
hal-hal yang mendasar, atau pokok ketatanegaran suatu negara, sehingga kepadanya
diberi sifat kekal dan luhur, sedang untuk mengubahnya diperlukan cara yang
istimewa serta lebih berat kalau dibandingkan dengan pembuatan atau perubahan

peraturan perundang-undangan sehari-hari.

Dalam undang-undang dasar diatur dan ditentukan mengenai hal-hal pokok
atau dasar ketatanegaraan, sedangkan materi yang diatur atau ditentukan dalam UUD
biasanya tidak sama.secara teoritis UUD harus memenuhi dua syarat, Yaitu: sayrat
mengenai bentuk dan isinya. bentuknya sebagai naskah yang tertulis yang merupakan
udang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Isinya merupakan
peraturan yang bersifat fundamental artinya bahwa tidak semua masalah yang penting
harus dimuat dalam UUD melainkan hal-hal yang pokok dasar atau asas saja.*

Adapun yang dimaksud dengan undang-undang dasar menurut UUD 1945
adalah hukum dasar tertulis. Maka sebagai hukum, UUD itu mengikat baik bagi
pemerintah setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat serta mengikat bagi setiap
warga negara Indonesia dimanapun ia berada, maupun bagi setiap penduduk yang ada
di wilayah negara Republik Indonesia. Dan sebagai hukum, UUD itu berisikan
norma-norma, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan

ditaati.®

UUD 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang
menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundangan lain yang

berlaku diwilayah NKRI. UUD 1945 merupakan suatu naskah yang meliputi:

1. Pembukaan
2. Ditetapkan olek PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
3. Diundangkan dalam berita RI tahun 1l nomor 7 tanggal 15 Februari 1946

4 Syahrial Syarbani, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), him 150-151
> Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD’ 45 Dalam Paradigma Reformasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2001), him, 130



Dinamakan UUD 1945 karena UUD tersebut disusun dan ditetapkan pada
tahun 1945 karena undang-undang dasar lainnya yang pernah dimiliki dan digunakan

oleh bangsa Indonesia adalah:

1. UUD 1949 konstitusi RIS 1949
2. UUD 1950

UUD 1945 bukanlah hukum biasa melainkan hukum dasar.®

E. Struktur Ketatanegaraan RI Berdasarkan UUD 1945
Pada kurun waktu tahun 1999-2000, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen
yang mengubah susunan lembga-lembaga ketatanegraan bangsa Indonesia.
1. Sitem pemerintahan negara menurut UUD setelah di Amademen
Sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945 dikenal dengan tujuh kunci
pokok sistem pemerintahan negara. Namun tujuh kunci pokok tersebut mengalami
suatu perubahan:
a. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum.
Negara Indonesia berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka.
Dengan demikian, maka kepastian hukum dapat dirasakan oleh seluruh warga
negara. HAM baik secara perseorangan maupun kolektif dijamin oleh negara.
b. Sistem konstitusional
Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (Hukum Dasar) tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dengan ketentuan ini,
pemerintah dibatasai oleh ketentuan-ketentuan yang termuat dalam konstitusi.
Suatu konstitusi atau konstitusional menjadi pondasi negara, yang mengatur
pemerintahanya menspesifikasi kekuasaanya dan memimpin tindakan-
tindakanya.
c. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan Rakyat
Pasal 1 (ayat2) UUD 1945 mengatur kedaulatan berada ditangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD. Badan yang diberi kewenangan untuk
melaksanakan kedaulatan ini adalah MPR, yanag merupakan penjelmaan dari
seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini bertugas menetapkan UUD, serta

melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

e Kaelan, Pendididkan Pancasila, (Yogyakarta:Paradigma, 2016), him. 181-182



. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah
majelis.

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002, presiden menyelenggrakan
pemerintahan tertinggi disamping MPR dan DPR, karena Presiden dipilih
langsung oleh rakyat (UUD 11945 pasal 6 A ayat 1). Jadi, menurut UUD
1945 Presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR, melainkan dipilih oleh
rakyat.

Presiden tidak betanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

UUD 1945 telah mengatur kerjasama antara presiden dan DPR, antara lain
dalam membentuk Undang-undang dan menetapkan anggaran serta belanja
Negara, pengangkatan duta dan konsul, penganugrahan gelar dan tanda jasa,
pemberian amnesti dan abolisi dll. Dalam hal-hal tersebut preisden harus
mendapatkan persetujuan DPR. Oleh karena itu, presiden DPR harus bekerja
sama, tetapi tidak dalam arti presiden bertanggungjawab kepada DPR karena
kedudukan presiden tidak tergantung kepada DPR.

Menteri Negara ialah pembantu Presiden dan Menteri Negara tidak
bertanggung jawab kepada DPR.

Pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri menteri
negara. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri. Menteri-menteri
negara itu tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa “meskipun kepala negara tidak
bertanggung jawab kepada DPR, dia bukan diktator, artinya kekuasaanya tidak
terbatas”. Keberadaan DPR dan menteri negara dapat mencegah terjadinya
pemerintahan yang absolut atau kekuasaan mutlak.

Negara Indoneisa adalah negara hukum, negara hukum berdasarkan Pancasila
bukan berdasarkan Pancasila

Kekuasaan pemerintahan negara

Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menyaatakaan bahwa presiden Rl memegang
kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Presiden dibantu oleh wakil
presiden dalam melakukan tugasnya.

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah diatur oleh pasal 18 UUD 1945. Pasal 18 ayat 1

menjelaskan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan



kota itu mempunyai pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-
Undang. Pasal 18 ayat 2 mengatur otonomi pemerintahan daerah. Didalam
ayat tersebut dinyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan
kota mengatur dan mengurus ssendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan, atau pengertian otonomi sama artinya
mengatur rumah tangga sendiri.

k. Pemilihan Umum
UUD 1945 hasil amandemen 2002 dalam pasal 22 E ayat 1 secara eksplisit
mengatur tentang pemilihan umum dilakukan secara langsung. Umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum
diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil
Presiden dan DPRD.

I.  Wilayah Negara
Pasal 25 A UUD 1945 hasil amandemen 2002 memuat ketentuaan bahwa,
NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah
yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh Undang-Undang.

m. Hak asasi manuisa menurut UUD 1945
Pasal 28 A sampai dengan 28 J UUD 1945 mengatur tentang Hak asasi
manusia

2. Lembaga Ketatanegaraan

a. MPR
MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang
dipilih melaui pemilu. Dengan demikian, maka seluruh anggota MPR menurut
UUD 1945 dipilih melalui pemilu. MPR sebagai pemegang kekuasaan tinggi
sebagai wakil rakyat sesuai UUD 1945 disamping DPR dan Presiden. Hal ini
berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 bahwa baik presiden maupun MPR
dipilih langsung oleh rakyat pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 ayat UUD 1945.

b. DPR
Hal-hal mengenai DPR diatur dalam pasal 19, 20, 20 A, 21, 22 B, 22 C, dan
dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kerjasama dengan Presiden.
Anggota DPR eluruhnya merankap anggota MPR. DPR memiliki fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR mempunyai hak
interpelasi, hak angket, dan haak menyatakan pendapat. Setiap anggota DPR



e.

mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat

serta hak imunitas.

Presiden

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemrintahan menurut

UUD. Sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif maka

DPR dan presiden bersama-sama mempunyai tugas antara lain:

1.) Membuat Undang-Undang (pasal 5 ayat (1), 20 dan 21 dan menetapkan
Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (pasal
23 ayat (1))

2.) Membuat Undnag-Undnag berarti menentukan kebijakan politik yang
diselenggarakan oleh presiden (pemerintah).

3.) Menetapkan budger negara pada hakikatnya berarti menetapkan rencana
kerja tahunan DPR melalui anggaran belanja yang telah disetujui dan
mengawasi pemerintah dengan efektif.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
DPD diatur dalam pasal 22 C dan pasal 22 D. DPD dapat mengajukan kepada
DPR rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alamaa dan sumber daya
ekonomi lainya, serta yang berkaitaan dengan pertimbangan keuangan pusat
dan daerah. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi
daerah: hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi
lainya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan
pertimbangan kepada DPD atas RUU. Anggaran pendapatan dan belanja
negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPD
dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainya, pelaksanaan anggaran pendapatn dan belanja negara, pajak,
pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR
sebgai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)



BPK bertugaas untuk memerikasa, mengelola dan tanggungjawab serta
tanggungjawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara

diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenanganya.

f. Mahkamah Agung
Makamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya memegang
kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh semua lembaga negara.
Mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundnag undangan dibawah undang-undang terhadap undang-
undang dan mempunyai weweang lainya yang diberikan oleh undang-undang
(pasal 24 A UUD 1945).

g. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
dengan keputusan yang bersifat final, menguji undang-undang terhadap
undang-undang dasar, mengutus sengketa kewenangan lembaga negara dan
kewenangan yang diberikan kewenangan oleh UUD memutus pembubaran
partai politik dan memutis perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pasa
24C UUD 1945)

h. Komisis Yudisial
Komisi Yudisial bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusul
pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, martabat serta perilaku hakim ( pasal 24B UUD
1945).

i. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
KPU menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan

mandiri (pasal 22E ayat 5).’

7 Ali Imran, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), him.113-123



BAB Il
PENUTUP

A. Simpulan

UUD 1945 adalah konstitusi negara republik Indoneisa yang disahkan
sebagi UUD negara oleh PPKI pada agustus 1945 sebelum perubahan atau
amandemen atas UUD 1945 yang dimaksud dengan Uud 1945 adalah
keseluruhan naskah yang terdiri atas 3 bagian yaitu pembukaan, batang
tubuh (yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal 4 pasal aturan peralihan, dan dua
ayat aturan tambahan) dan penjelasan UUD 1945 ( yang terbagi atas
penjelasan umum dan penjelasan pasa). Pada kurun waktu tahun 1999
sampai 2002 UUD 1945 mengalami empat perubahan (amandemen).
Setelah amndemen, sisitematika UUD 1945 mengalami perubahan.
Sistematika UUD 1945 setelah amandemen tentang atas pembukaan dan
atas pasal-pasal (yang terdiri dari 37 pasal, dan ditambah 3 pasal aturan
peralihan dan 2 pasal turan tambahan).
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